
72 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat 

menarik dua kesimpulan yaitu: 

1. Dasar (Posita) Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara nomor 

414/1986 di Pengadilan Agama Dompu tersebut adalah sengketa 

warisan antara pihak penggugat dan pihak tergugat, yang merasa 

dirugikan dengan adanya sengketa pengambilan hak waris berupa 

tanah yang terletak di So Rasanggaro Watasan Desa Matua seluas ± 

0,56 ha. 

2. Analisis pertimbangan hukum penulis berdasarkan isi putusan Majelis 

Hakim dalam perkara nomor 414/1986 di Pengadilan Agama Dompu 

diterima. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau ab-

intestato yang mana ahli waris telah diatur dalam Undang-Undang 

untuk mendapatkan bagian dari warisannya karena adanya hubungan 

kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang sudah 

meninggal dunia (almarhum Yasin Hake) dan berdasarkan testament 

atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau di tetapkan dalam surat 
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wasiat yang ditinggalkan. Dan ada dua cara perolehan berdasar 

Undang-Undang yaitu, karena diri sendiri (Uit eigen hoofed) dan 

mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti 

(Bijplaatsvervulling) ialah mewaris untuk orang sudah meninggal 

terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang 

telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. Uiteigen Hoofed 

berdasarkan Pasal 852 ayat (2) KUHPer dimana haknya adalah 

haknya sendiri, mewarisi kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli 

waris menerima bagian yang sama besarnya. 

5.2 Saran  

1. Diharapkan kepada masyarakat agar mengetahui dengan jelas asal usul 

tanah yang diklaim sebagai milik ahli waris dan memiliki bukti yang 

kuat sebelum melakukan penuntutan terhadap tanah warisan tersebut. 

Atau dengan kata lain apabila mendapat warisan dari si pewaris, lebih 

baik ditanyakan dulu kepada si pewaris mengenai asal usul dan 

kekuatan hukum penguasaan atas tanah tersebut. Sehingga ahli waris 

tidak mendapatkan permasalahan di kemudian hari. 

2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Majelis 

Hakim dalam sidang di pengadilan agar menegakan prinsip peradilan 
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yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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